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Form A.00.00 L e
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR (

OTORITAS
JASA
KELWAMNCGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Alamat . Jl Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Nomor Telepon - 0281-893338

Penjelasan Umum . Laporan penerapan Tata Kelola bagi PT BPR BKK Purbalingga

merupakan kewajiban BPR dalam memenuhi ketentuan POJK
Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat. Dalam penyusunan pelaporan ini Direksi terus
berusaha melakukan penyempurnaan dan penyesuaian ketentuan
yang berlaku. Lebih dari itu penyempurnaan diutamakan pada
penerapan Tata Kelola itu sendiri yang merupakan Komitmen BPR
untuk menjadi lebih baik.. Tata Kelola yang Baik bagi sebuah
lembaga Perbankan sangat penting, karena merupakan pedoman
perusahaan yang memastikan para Pengurus selalu mentaati
kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu agar efektif
dalam penerapannya Tata Kelola harus menjadi prinsip dan
Pedoman, serta Budaya yang melekat pada setiap Pengurus dan
Karyawan/Karyawati PT BPR BKK Purbalingga.. Laporan
pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR BKK Purbalingga disusun
selaras dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-
pokok laporan penerapan Tata Kelola selama tahun 2022 meliputi .
. A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. B.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. C.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite. D.
Kepemilikan Saham Anggota Direksi. E. Hubungan Keuangan
dan/atau Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan
Komisaris,. F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris. G.
Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga Anggota Dewan Komisaris
Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain,. H. Paket/Kebijakan
Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. .
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah. J. Frekuensi Rapat
Pengurus. K. Jumlah Penyimpangan Intern. L. Jumlah
Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR. M.
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. N. Pemberian
Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal
Maupun Penerima Dana. O. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan
Kesimpulan Umum.

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:47:40 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.01.10 o

: : CTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 0’(

A58
RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

I S S e
SUPRIYONO, SH Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:. a. Bertanggung jawab

untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-
hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku. b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang
ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan

1 yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan
kompetensinya.. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau
pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.. e.
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat
Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.. f. Mengungkapkan
kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

RUDIYANTO, SH Direktur Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pemasaran adalah sebagai berikut:. a. Bertanggung jawab
untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-
hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. b. Merealisasikan

2 pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis
Bank. c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam
Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.. d.
Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang Pemasaran

SUTOYO, SE Direktur yang  Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan adalah sebagai
Menjalankan  berikut:. a. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh
Fungsi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang. b. Memantau dan menjaga kepatuhan
3 Kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

otoritas lain. c. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari
ketentuan. d. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh
BPR kepada OJK dan otoritas lain. e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan
berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi juga telah menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari Dewan Komisaris diantaranya . . 1.Melakukan Asistensi dan permintaan Komitmen Pemimpin Cabang dan KPO. 2.Melakukan
Assesment terhadap Pejabat Eksekutif, dan memberikan motivasi serta teguran dan sangsi kepada mereka yang kenirjanya belum optimal ataupun melakukan Fraud.

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:53:49 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 2



Form A.01.10 L
CTORITAS
QK |

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi £

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:53:49 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 2 dari 2



Form A.01.20 -
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Oj( TOAIAS

KELLAMGARN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Ir. SUGENG RIYANTO, M.Sc Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:. a. Melaksanakan
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Memastikan penerapan
Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank. c. Memberikan saran atau
1 advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. d.
Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit
Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi
lainnya.. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.

Drs. BUDI SUSETYONO, MPA Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:. a. Melaksanakan pengawasan
atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Memastikan penerapan Tata Kelola
5 dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. c. Memberikan saran atau advis kepada
kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan. d. Memastikan Direksi
telah menindaklanjuti seluruh temaun audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan
hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.

ULIL ARCHAM, SE., M.Si Komisaris dan  Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen adalah sebagai berikut:. a. Melaksanakan
Independen pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. b. Memastikan penerapan
Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. c. Memberikan saran atau
3 advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. d.
Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temaun audt dan rekomendasi dari Audit
Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi
lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi

a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b. Mempertahankan Tingkat
Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh
pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai
yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.. d. Memonitor secara ketat
debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.. e. Semua komitmen perbaikan atas
temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2021.. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil
langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.. g.Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses
kerja.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:54:02 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 2
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 0]( A%
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:54:02 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 2 dari 2
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Tugas dan Tanggung Jawab Komite 0](

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

CITORITAS
JA54
KELAMGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

m Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit 1.Komite Audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan
oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait
dengan tugas Dewan Komisaris. 2.Komite Audit menerima dan mengkaiji rencana kerja tahunan Unit Audit Internal (IAU) dan

1 realisasinya, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris.. 3.Komite Audit melakukan tinjauan triwulanan atas
pelaksanaan Audit Internal dan mengawasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal..
4 Komite Audit menerima dan mengkaiji laporan berkala dari Komite Manajemen Risiko tentang hal-hal yang merupakan risiko
bagi Perseroan dan tindak lanjut yang diambil untuk memitigasi risiko tersebut.. 5.Komite Audit harus menjaga kerahasiaan
dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan selamanya.

Komite 1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat. . 2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga
2 Pemantau  dapat mengurangi kemungkinan terjadinya frauds dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat. . 3. Teridentifikasinya hal-
Risiko hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisioner..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:54:19 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.01.32 .
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite Oj(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

CITORITAS
Ja58
RELLAMGAR

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

1 EDI SUKMONO, SE Memiliki Keahlian di bidahng audit Anggota Tidak Menjabat Tidak Menjabat Ya
2 SUGENG RIYANTO, SE, M.Si Memiliki keahlian di bidang Manajemen Resiko Tidak Menjabat Anggota Tidak Menjabat Ya
3 AMAR USTADI ABDULLAH, SE. MM Memiliki Keahlian di bidang Manajemen Resiko Tidak Menjabat Anggota Tidak Menjabat Ya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:54:31 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.01.33 L
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite Oj(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

CITORITAS
Ja58
RELLAMGAR

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

1 Komite Belum Memiliki Program dikarenakan baru di bentuk/disahkan pada tanggal 30 Belum Ada realisasi Program dikarenakan baru di bentuk/disahkan pada tanggal 30 0
Audit Desember 2022 Desember 2022
Komite Belum Memiliki Program dikarenakan baru di bentuk/disahkan pada tanggal 30 Belum Ada realisasi Program dikarenakan baru di bentuk/disahkan pada tanggal 30 0
2 Pemantau Desember 2022 Desember 2022
Risiko

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Belum Rapat Kerja/Program dikarenakan baru di bentuk/disahkan pada tanggal 30 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:57:10 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.02.10 L
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR 0](

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KELIAMNGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Anggota direksi Pada PT BPR BKK Purbalingga Tidak ada

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:57:27 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.02.20 L

' T
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain Oj( Y

JASA
KELIAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain tidak ada

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:57:44 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.03.10

CTORITAS
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR 0’( JASA
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan . 31 Desember 2022

\[o} Nama Anggota Direksi Hubungan Keuangan
Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 SUTOYO, SE tidak ada tidak ada tidak ada
2  SUPRIYONO, SH tidak ada tidak ada tidak ada
3 RUDIYANTO, SH tidak ada tidak ada tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak memiliki Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:59:27 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.03.20 .

L& | oToRTAs
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR 0’( |_I.ﬂ.5A.
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan . 31 Desember 2022

Hubungan Keluarga
Nama Anggota Direksi Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 SUPRIYONO, SH tidak ada tidak ada tidak ada
2 SUTOYO, SE tidak ada tidak ada tidak ada
3 RUDIYANTO, SH tidak ada tidak ada tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:59:41 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.04.10 L

; 0,
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR 0]( sk

JASA
KELIAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Tanggal Cetak 14/03/2023 07:59:57 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.04.20

. . : OTORITAS
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain Oj( 1ASA
KELANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

‘ Nama Anggota Dewan Komisaris Nama Perusahaan Lain Persentase Kepemilikan (%)
1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:00:15 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.05.10 o

. L& | CToRTAS
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR 0’( |_I.ﬂ.5A.
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan . 31 Desember 2022

Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keuangan
Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Ir. SUGENG RIYANTO, M.Sc tidak ada tidak ada tidak ada
2 Drs. BUDI SUSETYONO, MPA tidak ada tidak ada tidak ada
3 ULIL ARCHAM, SE., M.Si tidak ada tidak ada tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:00:31 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.05.20 .

L L& | CToRTAS
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR 0’( |_I.ﬂ.5A.
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan . 31 Desember 2022

Hubungan Keluarga
Nama Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Ir. SUGENG RIYANTO, M.Sc tidak ada tidak ada tidak ada
2  Drs. BUDI SUSETYONO, MPA tidak ada tidak ada tidak ada
3 ULIL ARCHAM, SE., M.Si tidak ada tidak ada tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:00:46 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.06.10

_—
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Oj( TS
Ditetapkan Berdasarkan RUPS KELIANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
Posisi Laporan - 31 Desember 2022
Jenis Remunerasi . . L
(Dalam 1 Tahun) Direksi Dewan Komisaris
Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp) Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp)
1 Gaji 3 1404000000 3 561600000
2 Tunjangan 0 0 0 0
3 Tantiem 3 344949926 3 137979970
4  Kompensasi berbasis saham 0 0 0 0
5  Remunerasilainnya 0 0 0 0
Total 1748949926 699579970
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:01:03 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.06.20

CTORITAS
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS Oj( |_I.ﬂ.5A.

KELWAMGARN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
Posisi Laporan . 31 Desember 2022
No Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)

Direksi Dewan Komisaris

1 Perumahan tidak ada

tidak ada
2  Transportasi tidak ada tidak ada
3 Asuransi Kesehatan tidak ada tidak ada
4  Fasilitas lainnya tidak ada tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil
Tanggal Cetak 14/03/2023 08:01:24 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id

1 dari 1



Form A.07.00 L

Rasio Gaiji Tertinggi dan Gaji Terendah ( CTORITAS

JASA
KELIAMNGAN

e

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

o
1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 3,66 1
2 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) 1,25 1
3 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang 1,25 1
terendah (b)
1

4 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) 2,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) 3,65 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian Gaji sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur dan RUPS

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:01:39 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun 0](

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

DT'DF'lTHE
HEL.I.ANG.'".N

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
Posisi Laporan - 31 Desember 2022
‘“ Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan
07-01-2022 1. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Pejabat struktural dan. 2. pemberian gaji 13
kepada pengurus dan pegawai
2 19-03-2022 3 1. Pembahasan hasil temuan pemeriksaam OJK dan. 2. Pembahasan lainya.
3 14-04-2022 3 1. Pembagasan hasil pantauan dan pengawasan triwulan 1 dan. 2. Pembahasan lainya.
4 27-05-2022 3 1. Mensikapi Hasil tes lelang jabatan. 2. Pembahasan Persetujuan Pemberhentian dan

pengangkatan pejabat struktural

5 23-06-2022 3 1. Mensikapi Rencana Bisnis Bank Perubahan tahun 2023. 2. Rencana Pengawasan

6 07-09-2022 3 1. Pembahasan Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. 2.Pembahasan Lainya
7 12-11-2022 3 Pembahasan Rencana Bisnis Bank tahun 2023

8 31-12-2022 3 1. Finalisasi Capaian kinerja akhir tahun 2022. 2. Pembahasan Lainya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris Melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 kali dalam tahun 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:02:07 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.08.20 L
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Oj(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

CTORITAS
JASA
KELWAMGARN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Nama Anggota Dewan Komisaris Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran (dalam %)

1 Ir. SUGENG RIYANTO, M.Sc 8 0 100,00
2 Drs. BUDI SUSETYONO, MPA 8 0 100,00
3 ULIL ARCHAM, SE., M.Si 8 0 100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota dewan komisaris menghadiri rapat di tahun 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:02:26 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.09.00 , =
: CTORITAS
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) JASH
KELIAMGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh
Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud 0 0 0 0 0 0 0 0
Telah Diselesaikan 0 0 0 0
Dalam Proses Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0 0 0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum 0 0 0 0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:02:51 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.10.00

. . CTORITAS
Permasalahan Hukum yang Dihadapi Oj( 1ASA
KELANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum Jumlah (satuan)
Telah Selesai 0 0

(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
Dalam Proses Penyelesaian

0 0
Total 0 0
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
nihil
Tanggal Cetak 14/03/2023 08:03:10 WIB Dicetak Oleh

rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.11.00 Y
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Oj(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

CITORITAS
Ja58
RELLAMGAR

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:03:26 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form A.12.00 .

. : : . " CTORITAS
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Oj(

A58
RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:03:49 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan
Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

L e
OTORITAS
JASA
KE LANGAN

Nama BPR

Posisi Laporan
Alamat

Nomor Telepon
Modal Inti BPR
Total Aset BPR
Bobot BPR

Status Audit Ekstern
Nilai Komposit
Peringkat Komposit

Analisis

- PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

- 31-12-2022

: Jl Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
- 0281-893338

: 66.141.315.886,00

: 453.523.781.851,00

: C

. Diaudit

15

1

: Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa

berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas
pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan
dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata
Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR BKK
PURBALINGGA masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas
untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.. . Selanjutnya, faktor
positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua
bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan
baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan
peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek
Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang
terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan
ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon
perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi
dewasa ini.. . Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata
Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat
mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih
memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan
baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan
dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun
2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Tanggal Cetak

14/03/2023 08:04:30 WIB

Dicetak Oleh

rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 1



Form B.00.01 o

' CTORITAS
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola 0’( JASA

RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan . 31 Desember 2022

Penjumlahan | Total Penilaian

Faktor Bobot Faktor Struktur Proses S+P+H EaTra Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,200 0,50 0,50 0,16 1,16 0.232 Jumlah Anggota Direksi PT BPR BKK Purbalingga
Direksi adalah 3 Orang Yaitu Direktur Utama, Direktur

Pemasaran, Dan Direktur Yang Membawahi
fungsi Kepatuhan

Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,150 0,61 0,55 0,10 1,26 0.189 Jumlah Anggota Komisaris PT BPR BKK

Dewan Komisaris Purbalingga adalah 3 Orang Yaitu Komisaris
Utama, Anggota Komisaris, Dan Komisaris
Independen

Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000 Telah Membentuk Komite Audit dan Komite

fungsi Komite Manajemen Resiko walaupun modal intinya belum
diatas 80 Milyar

Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 0,100 0,50 0,80 0,20 1,50 0.150 PT BPR BKK Purbalingga Telah Memiliki
Kebijakan penanganan benturan Kepentingan

Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 0,100 0,90 0,88 0,17 1,95 0.195 PT BPR BKK Purbalingga telah memiliki Direktur

YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan
yang berfungsi untuk melakukan serangkaian
tindakan atau langkah- langkah yang bersifat
pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan,
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lainnya

Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 0,100 0,70 0,70 0,10 1,50 0.150 PE Audit Intern di PT BPR BKK Purbalingga telah
melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan
independen terhadap satuan kerja operasional
serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit
kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak
eksternal (OJK)

Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 0,50 0,40 0,10 1,00 0.025 PT BPR BKK Purbalingga telah menugaskan
Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan
hasil Audit Eksternal dimaksud telah
menggambarkan permasalahan yang dihadapi
oleh BPR

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:04:04 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 2



Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

.. .
CITORITAS
Ja54
RELLAMGAR

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

Faktor

Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem

pengendalian intern

Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit

Faktor 10: Rencana bisnis BPR

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan, serta pelaporan internal

Nilai Komposit

Peringkat Komposit

Kesimpulan

PT BPR BKK Purbalingga telah menerapkan
Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan
telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko
dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik
untuk perbaikan kualitas pengendalian internal
kontrol. Laporan Profl Risiko dimaksud juga telah
disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

PT BPR BKK Purbalingga telah memiliki kebijkan,
sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan
telah melaksanakannya secara disiplin dan dalam
menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar
tidak melanggar ketentuan BMPK.

Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK
PURBALINGGA (Perseroda) telah disusun oleh
Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan
disampaikan kepada OJK dan Pemegang Sahan
sesuai ketentuan

PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

31 Desember 2022

Total Penilaian
Faktor

Penjumlahan

Bobot Faktor Struktur Proses Hasil

S+P+H

0,100 0,84 0,68 0,15 1,67 0.167

0,075 1,00 0,80 0,20 2,00 0.150

0,075 0,84 0,80 0,20 1,84 0.138

0,075 1,00 0,60 0,15 1,75 0.131 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non
Keuangan PT BPR BKK PURBALINGGA
(Perseroda) telah didukung oleh sistem pelaporan
keuangan dan non keuangan. PT BPR BKK
PURBALINGGA (Perseroda) juga telah menyusun

Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan
1.5

Sangat Baik

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:04:04 WIB Dicetak Oleh

rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 2 dari 2



Form B.01.00
: : CTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Oj( JASA

RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 1 Direksi PT BPR BKK Purbalingga Telah Terpenuhi 3 orang dan salah satu anggota Direksi
rupiah): bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau 1 Anggota Direksi Bertempat tinggal di Kabupaten Yang sama dengan Kantor pusat, hanya 1
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di direksi bertempat tinggal di kabupaten berbatasan dengan kabupaten purbalingga
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank 1 Tidak Ada Anggota Direksi merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau
dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). lembaga lain

4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda 1 anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris.

5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 1 Direksi Tidak menggunakan Penasehat Perorangan
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek
yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan,
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya;
dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen
yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah 1 anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Total nilai skala penerapan 6

Rata-rata 1,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,50

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:06:15 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 6



Form B.01.00 ﬁ
Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 0](

CITORITAS
Ja54
RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:06:15 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 2 dari 6



Form B.01.00
: : CTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Oj( JASA

RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P

7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak 1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.

8 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif 1 Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat 1 Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu
waktu kepada Dewan Komisaris. kepada Dewan Komisaris

10 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 1 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat,

musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

11 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 1 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

12 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam 1 Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sdm dilakukan secara berkelanjutan
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain
dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

13 Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya 2 Dalam Implementasi kompetensi masih terus ditingkatkan
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

14 Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 2 Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang
yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
Total nilai skala penerapan 10
Rata-rata 1,25
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,50

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:06:15 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 3 dari 6



Form B.01.00 ﬁ
Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 0](

CITORITAS
Ja54
RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:06:15 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 4 dari 6



Form B.01.00 o 8
: : CTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi JASA
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 1 Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan
saham melalui RUPS.

16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan 2 Direksi mensosialisasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
strategis BPR di bidang kepegawaian. kepegawaian.

17 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 2 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam notulen Rapat

baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam
rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

18 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 2 peningkatan kinerja yang ditunjujan dengan peningkatan aset
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

19 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa 1 telah di penuhi
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 1,60
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,16

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:06:15 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 5 dari 6



Form B.01.00 ﬁ
Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 0](

CITORITAS
Ja54
RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:06:15 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 6 dari 6



Form B.02.00 s
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Oj( JASA

RELLAMGAR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 1 Jumlah anggota Dewan Komisaris Sudah 3 (tiga) orang.
paling sedikit 3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 2 (dua) orang.

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai 1 Jumlah anggota Dewan Komisaris 3 Orang Dan jumlah anggota Direksi 3 Orang
ketentuan.

3 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan 1 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan melalui RUPS.

anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi 1 anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama Dengan lokasi Kantor Pusat
yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung BPR.
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

5 BPR memiliki Komisaris Independen: 1 BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah),
paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan 3 Dalam Proses Penyusunan
etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 1 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat (dua) BPR atau BPRS lainnya
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau 1 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.
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31 Desember 2022

PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

10

1

12

13

14

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Bobot

Nilai struktur

. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan
BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern,
audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain,

11
1,22
0,50
0,61
1 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan secara periodik
2 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi secara periodik
1 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR,
2 sudah dilaksanakan
1 Dewan Komisaris melaksanakan / menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1

(satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
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Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak berdasarkan musyawarah mufakat

tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

16 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, 1 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

17 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan 2 Sudah dilaksanakan
tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Total nilai skala penerapan 11

Rata-rata 1,38
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,55

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 1 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalamnotulen rapat
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,10
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota 0 Tidak dinilai
Komite sesuai ketentuan.
Total nilai skala penerapan 0
Rata-rata 0,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0 Tidak dinilai
2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 0 Tidak dinilai
manajemen risiko.
3 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan 0 Tidak dinilai
tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.
Total nilai skala penerapan 0
Rata-rata 0,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi 0 Tidak dinilai
manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
Total nilai skala penerapan 0
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Rata-rata 0,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,00
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 1 sudah ada
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Risalah Rapat.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 2 sudah dilaksanakan
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang
memiliki benturan kepentingan tersebut.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan 2 dalam penataan
BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
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Nilai Hasil 0,20
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 1 Direktur Kepatuhan Independen
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi
persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;
dan
c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani
penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan 2 Direktur Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
dengan perbankan.

3 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 2 Sudah Dilaksananakan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif
rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja
kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif
yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi

operasional.
4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 2 sudah dilaksanakan
menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 2 Sudah ada
bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.
Total nilai skala penerapan 9
Rata-rata 1,80
Bobot 0,50
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I T I O S
Nilai struktur 0,90

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- 2 Telah menerapkan Ketentuan
langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas
lainnya.

7 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk 2 Telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini.

8 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 2 sudah dilaksanakan
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

9 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 3 sudah dilaksanakan namun belum optimal
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

10 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 2 Sudah dilaksanakan
melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Total nilai skala penerapan 11

Rata-rata 2,20
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,88

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 2 Dilakukan secara Bertahap
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I e I 7 S
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan Telah dilaksanakan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan
kepada Dewan Komisaris.

13 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan 2 Akan dilaksanakan
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau
keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.

Total nilai skala penerapan 5
Rata-rata 1,67
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,17
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Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0’(
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 1 BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern.

2 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 Sudah memiliki pedoman kerja
fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

3 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 sudah dilaksanakan
fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 sudah dilaksanakan
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5 BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang 3 Dalam Proses Penyusunan
melaksanakan fungsi audit intern.
Total nilai skala penerapan 7
Rata-rata 1,40
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,70

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit 2 Sudah Dilaksanakna
intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan
masyarakat.

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:09:39 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 6
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OTORITAS

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0]( JAS
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

I Y [ O S
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar sudah dilaksanakan
rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi
audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

8 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai 2 sudah dilaksanakan
dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

9 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara 2 Pelatihan Berkala
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
Total nilai skala penerapan 7
Rata-rata 1,75
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,70

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 sudah dilaksanakan
fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

11 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern 1 sudah dilaksanakan
dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 1 sudah dilaksanakan
rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:09:39 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 3 dari 6
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OTORITAS

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0]( JAS
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0](

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

I T e S
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar sudah dilaksanakan
rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 1,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,10
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Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern 0]( JAS
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
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-
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 CTORITAS
Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) Q'( o

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 1 Telah Dilaksanakan Secara Ketentuan
memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan
dengan KAP dimaksud.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik 1 Telah Dilaksanakan Secara Ketentuan
dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas 1 Telah Dilaksanakan Secara Ketentuan
Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 1,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan 1 Telah Dilaksanakan Secara Ketentuan
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 1 Telah Dilaksanakan Secara Ketentuan
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:10:00 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 4



Form B.07.00 o
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 . CTORITAS
Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) Q'( o

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Form B.07.00

L e N
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Oj(

COTORITAS
Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) g

KELLAMGARN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
Posisi Laporan - 31 Desember 2022
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 1,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,10

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:10:00 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 3 dari 4



Form B.07.00 o
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 . CTORITAS
Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal) Q'( o

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar 2 Dijabat oleh Pejabat Eksekutif
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen
Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

2 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan 1 Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit
penetapan limit Risiko. Risiko.
3 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko 2 Telah memiliki Pedoman
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Total nilai skala penerapan 5
Rata-rata 1,67
Bobot 0,50
Nilai struktur 0,84

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Direksi: 2 Telah Disusun dan Dievaluasi
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara
tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
Direksi.

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:10:18 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 6
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Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 0]( hga s
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KELLAMGARN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern O’( ﬂmplm;
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

I e e O S
Dewan Komisaris: Telah Menyetujui Pedoman Kebijakan

a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan
Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 1 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

7 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 2 telah memiliki pengendailan interen

8 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai 2 Telah Dilaksanakan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen 1 Telah Tersedia
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh 2 Dilakukan secara Bertahab
jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

Total nilai skala penerapan 12

Rata-rata 1,71
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,68

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan 1 Telah Menyusun Dan melaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas 2 Telah dilaksanakan
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 3
Rata-rata 1,50
Bobot 0,10

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:10:18 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 3 dari 6
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Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 0]( hga s
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KELLAMGARN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern JASA
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Nilai Hasil 0,15

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:10:18 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 5 dari 6
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Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 0]( hga s
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit Oj( JASA
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait 2 sudah dilaksanakan
dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan 2 Sudah Dilaksanakan Dengan Merevisi Pedoman Kebijakan Perkreditan
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit 2 Telah Dilaksanakan
besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 2,00
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian 2 Telah Dilaksanakan
kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa 2 Telah Dilaksanakan
Keuangan.

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:15:42 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 4
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Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit 0]( JAS5
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit Oj( ﬂmmms
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Total nilai skala penerapan

Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20
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Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit 0]( JAS5
KE LWAMGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
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JASA
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Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan
rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka
memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Bobot
Nilai struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
aB.Pfgll(tor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
C. penerapan manajemen risiko.

5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana
bisnis BPR.

Total nilai skala penerapan
Rata-rata

Bobot

Nilai Proses

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1,67
0,50
0,84

2,00
0,40
0,80

Sudah Dilaksanakan

Sudah Dilaksanakan

Belum Sepenuhnya didukung pemegang saham

sesuai dengan Ketentuan

Sudah Dilaksanakan

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:15:58 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id
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Faktor 10: Rencana Bisnis BPR 0]( JAS
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Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022
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Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR 0’(
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

'I:IT'CIFITP.E-
HE L.LI’.]"-IG-HI".I

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
Posisi Laporan - 31 Desember 2022
I e e S
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Sudah Dilaksanakan
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:15:58 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 3 dari 4



Form B.10.00 L
OTORITAS

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR 0]( JAS
KE LAMGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:15:58 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 4 dari 4



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Oj( {IrﬂPITP-‘i

KE L.LI’.I"-IG."'.I".I

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh 2 Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber
daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,

kini, dan utuh.

Total nilai skala penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,50
Nilai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi 1 Sudah Dilaksanakan
paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi 1 Sudah Dilaksanakan
umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau 2 Sudah Dilaksanakan
penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan 2 Sudah Dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penerapan 6
Rata-rata 1,50
Bobot 0,40
Nilai Proses 0,60

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:43:42 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 1 dari 4



Form B.11.00 L
' -I:ITC'I!IHITP.E

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 0]( A%
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:43:42 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 2 dari 4



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 0]( mﬂplms

HE L.LI’.I"-IG.'".I".I

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

o] e e e
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit Sudah Dilaksanakan

oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan 2 Sudah Dilaksanakan
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 1,50
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,15

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:43:42 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 3 dari 4



Form B.11.00 L
' -I:ITC'I!IHITP.E

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 0]( A%
KELAMNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)

Posisi Laporan - 31 Desember 2022

Tanggal Cetak 14/03/2023 08:43:42 WIB Dicetak Oleh rasmanpurbalingga@yahoo.co.id 4 dari 4



PT BPR BKK PURBALINGGA
JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-893338
Website: bprbkkpurbalingga.com. Emait: bprbki_purbalingga@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN
PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan inl kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK PURBALINGGA Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan kelenivan Glorilas Jasa Keuangan (0JK) sebagai berikul

1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015

2  POJK No.03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04
waret 2022

3 Surat Edaran OJK (SEQJK) Momor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEQJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola

bagl Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4  Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/8E0JK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bag: Bank

Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum peneérapan Tata Kelola PT EPR BKK
PURBALINGGA selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong
kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilak-nilal etika yang berlaku umum di industri
Bank Perkreditan Rakvat (RPR]

Purbalingga, 30 Januari 2023
PT BFR BKK PURBALINGGA

“_ Komisaris Utama irektur Utama

Halaman 1



PT BPR BKK PURBALINGGA
JI Jenderal Sudirman No 109 Furbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-893338
Website: bprbkkpurbalingga.com. Email: bprbik_purbalingga@yahoo.co.id

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR © PT BPR BKK PURBALINGGA

Alamat + JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Momeor Telepon - 0281803338

Posisl Laporan * Degember 2022

hModal inti * Rpb&. 141,315 886,00

Total Aset - Rp453.523.781.851,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK PURBALINGGA Tahun 2022, disampaikan
hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.5 dengan predikat Sangat Baik (1)
b.  Nilal masing-masing faktor adalah sebagai berikut

No. Faktor yang Dinilai Nilai (S+P+H)  Nilal (Dibobot)
1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 1.16 0.232
- Dhreksu
2 EEELI:?;:;T’E‘?S dan Tanggung Jawab | 1.26 ﬂ‘f E'ﬁ
3 l‘.’elenmtapan dan Pﬂlaksanaan Tugas atau - ﬂ 0
Fungsl Komite
4 | Penanganan Heniurﬂn Hepanﬂn;an Sl ﬁ | 0.15 o
_E-I_P_enerqﬂn Fungsi Kepatuhan | 1.85 | 0195
6 Penerapan Fl.mum Audit Intem 1.5 ] 0.15
7 Pmerapan Fungsi Audit Ekstern _!_ 1 . 0025
8 ;;mﬁpa:n ;ﬂ:ﬂnda;;:re;:ﬂ li:si:kn Termasuk 1.67 0.167
E | Batas Maksimum Pembenian Kredit — 2 0.15
10 | Rencana Bisnis BPR 184 | 0138
1 ;L!:Jr;?qﬂ:nﬂ Kondisi Kﬁmgan dan Non 1.75 .-_- D.]F
* Nilai Komposit
Peringkat Komposit
Predikat Kompaosht o

[ T T |



PT BPR BKK PURBALINGGA
JI Jenderal Sudirman Mo 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-893338
Website: bprbkkpurbalingga com, Email: bprbkk_purbalingga@yahoo.co.id

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendirl (Self Assessment] Penerapan Tata Kelola periode tanooal 31
Desember 2022 sebagal berikut,

1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (NilaiS+P+H: 1.1 &)

Jumlah Anggota Direksi PT BPR BKK Purbalingga adalah 3 Orang Yaitu Direktur Ltama, Direktur
Pemasaran, Dan Direktur Yang Membawahi fungsi Kepatuhan

. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S+ P +H 1 1.26)

Jumiah Anggota Komisaris PT BPR BKK Purbalingga adalah 3 Orang Yaitu Komisaris Utama, Anggota
Komisaris, Dan Komisaris Independen

. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S+P +H : 0

Telah Membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko walaupun maodal intinya belum diatas BO
Milyar

. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P+ H : 1.5)

PT BPR BKK Purbalingga Telah Memiliki Kebijakan penanganan benturan Kepentingan

. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.95)

PT BPR BKK Purbalingga telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang
berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk
memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh
BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya

. Penerapan Fungsi Audit Intemn (Nilai S+P +H:1.5)

PE Audit intein di PT BPR BHK Puibelinygge telah melaksanahan peieiapan Tungsd audit intein Jdan
independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada
internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (0JK)

. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (NilaiS+P+H: 1)

FT BPR BKK Fuibalingga telah menugaskan Audit Ekslemnal sesuai dengan Kelentuan dan hasil Awdi
Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S+ P+ H : 1.67)

FT BPR BRK Purbalingga telah menerapkan Manajemen Risiko sesual dengan xetentuan dan telah menilal
hasil penerapan Manajemen Rislko dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan

kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profl Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2
(dua) kali dalam setahun,

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nllal S+ P+H ; 2)

Halaman 2



PT BEPR BKK PURBALINGGA
JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-893338
Wehsite: bprbkkpurbalingga.com. Email: bprbkk_purbalingga@yaheo.co.id

BT BFR BKK Purbalingga telah memiliki kebijkan, sistem dan prosedur tertulis mengenal BMPK dan 1elah
melaksanakannya secara disiplin dan dalam menjalankan Operasional selalu berhati- hati agar tidak

melangoar ketentuan BMPK

10. Rencana Bisnic BPR (NilaiS+ P + H :1.84)

Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK PURBALINGGA (Perseroda) telah disusun oleh Direksi dan disetujul
oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada 0JK dan Pemegang Sahan sesual ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S+ P + H:1.75)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Mon Keuangan PT BPR BKK PURBALINGGA IIPE'I'S'E'-I'ﬂdﬂ} telah
didukung oleh sistern pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR BKK PURBALINGGA (Perseroda)
juga telah menyusun Laparan Keuangan Publikasi setiap triwulan

. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap selurdh kilteda atau indikator penllaian Penevapan Tata Kelola, disiiopuikan
bahwa:

Faktor Positil Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah
ditetapkan serfa fugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.
Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola hahwa untuk mendukung aperasional PT BPR
BKK PURBALINGGA masih dibutubhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untubk mengisi bebarapa posisi

yang kosong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah
dituangkan secara lerulis dan dilaksanakan dengan balk. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan
dan peringkatan kesadaran risiko, Sementara fakior Negatil aspek Proses Tala Kelola adalah BPR peilu
uruk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuar terbary
:an reggl?tnr dan dapat merespon perkembangan, tamangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi
ewasa ink

Sslanjutnya, das sigi fa_ktnr_ pesitif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik
dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadal, dapat mengkover potensi
keruglan dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi
aspaellgt negatil aspek Hasil Tala Kelola yaitu selama tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh
regulator

Halarmman 3



PT BPR BKK PURBALINGGA
JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 02681-893338
Website: bprbkkpurbalingga.com. Email: bprbkk_purbalinggai@yahoo.co.id

Purbalingga, 30 Januari 2023
PT BPR BKK PURBALINGGA

.-""H 2
s

Supiiyoino, SH
Komisaris Litama Direktur Utama
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PT BPR BKK PURBALINGGA

JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-893338

Website: bprbkkpurbalingga.com. Email: bprbkk_purbalingga@yahoo.co.id

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#A. Hasil Sell Assessment

Nama BPR - BT BPR BKK PURBALINGGA

Alamat © Jl Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Nomor Telepon  * 0281-893338

Posisi Laporan - Desember 2022

Modal Inti " Rpb6.141.315.886,00

Total Aset - Rp453.523.781.851,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK PURBALINGGA Tahun 2022, disampaikan
halhal berikut:

a.  Nilai kpmposit GOG sebesar 1.5 dengan predikat Sangat Baik (1)
b. Nilai masing-masing faktor adalah sehagai berikut.

No. Faktor yang Dinilai Nilai (S+P+H) Nilai Dibobot)
1  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab | 1.16 0.232 a
Direksi
'?-Elalmnaan Tugas dan Tanggung Jawab 1.26 N 0189
Dewan Komisans
3 -I'I.'Eﬁengltapan dan P;hkmn Tugas atau 1 T . 0
| Fungsi Knmrte — m—— e
4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 1.5 0. 15
_ 5 | F"al'larnpan Fungnl Kapatuhan 1.95 Sil== 0. 195 -
& 1 Penu'anan Fungsr Audit Intemn _I_ 1.5 | 0.15
E_Puntrup_an Fmgai A_udit Ekstern i 1 i 0. 025
8 ;Fsrt‘eﬁn]:plfgu';‘;ﬂmeﬁq IF:lﬂim Termasuk 1.67 l] 167
5_ _B!mas Maksimum FE“’IbEﬂ-HF‘I Kredit Bl 2 | I] 15
10 | Rencana Bisnis BPR 1.84 o 138
1 Eun;T;ﬂsi Kondisi Keuangan dan Non 1.75 01 31
Nilai Komposit
B b Ptnng-:n't Il:mnpnﬂi _ -
Predikat h’nmpnnﬂ =
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PT BPR BKK PURBALINGGA
JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-883338
Website: bprbkkpurbalingga.com. Email: bprbkk_purbalingga@yahoo. co. id

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri {Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tangoal 31
Desember 2022 sebagai berlkut:

1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (NilaiS+P+H:1.18)

Jumish Anooots Dircksi PT BPR BKK Purbalingga adaiah 3 Drang Yaitu Direktur Utama, Direkiur
Pemasaran, Dan Direktur Yang Membawahi fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (NilaiS+ P+ H :1.26)

Jumlah Anggota Komisars PT BPR BKK Purbalingga adalah 3 Orang Yaitu Komisaris Utama, Anggela
Komisaris, Dan Komisaris Independen

_Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S+ P + H :0)

Telah Membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resike walaupun maodal intinya belum diatas 80
Milyar

. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S+ P+ H : 1.5)

BT BPR BKK Purbalingga Telah Memiliki Kebijakan penanganan benturan Kepentingan

. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H - 1.95)

PT BPR BKK Purbalingga tefah memiliki Direkiur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang
berfungsl untuk melakukan serangkalan tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pennggnhan untuk
memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan cleh
BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya

. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S+P +H :1.5)

PE Audit intem di PT BPR BKK Purbaiinggs teiah meiaksanakan penerapan fungsi audit mtern dan

independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada
internal dan kewajiban pelaporan ke pihak ekstemnal (0JK)

. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (NilaiS+P+H: 1)

FT BPR BKK Purbalingga telah menugaskan Audil Eksleina sesual dengan ketentuan dan hasil Awdil
Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yvang dihadapi aleh BPR

. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilal S + P+ H : 1.67)

FT BPR BKK Purbalinggs telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai
hasil penerapan Manajemen Rislko dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan
kualitazs pengendalian internal kontral, Laporan Profl Risiko dimaksud juga telsh disampaikan ke OJK 2
(dua) kali dalam setahun,

. Batas Maksimum Pemberfan Kredit (Nilal S+ P+H: 2)

Halaman 7



PT BPR BKK PURBALINGGA

JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-893338
Website: bprbkkpurbalingga com. Email: bprbkk_purbalingga@yahoo.co.id

PT BPR BKK Purbalingga telah memiliki kebijkan, sistern dan prosedur tertulis mengenai BMEH dan telah
melaksanakannya secara disiplin dan dalam menjalankan Operasional sefalu berhati- hati agar tidak
melanggar ketentuan BMPK,

10. Rencana Bisnis BPR (NilaiS+ P +H :1.84)

Rencana Bignic Bank PT BPR BKK PURBALINGGA (Perseroda) telah disusun cleh Direksi dan disstuju
oleh Dewan Komisaris dan dizampaikan kepada 0JK dan Pemagang Sahan sezual ketentuan

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S+ P + H : 1.75)

Traneparanei Kondiei Keuangan dan Non Keuangan PT BPR BKK PURBALINGGA (Perseroda) telah
didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, PT BPR BKK PURBALINGGA (Perseroda)
|uga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan

. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan
bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah
ditetapkan serta tugas pokok dan fungsl masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.
Sedangkan dari sisl faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR
BKK PURBALINGGA masih dibutuhkan rekrutmen SDOM vang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi
yang kasong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah
dituangkan secara fertulizs dan dilaksanakan dengan balk. BPFR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan
dan peningkatan kesadaran risiko. Semenlara faklor Negalil aspek Proses Tala Kelola adalah BPR periu
untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru
dar requlator dan dapat merespon perkembangan, tanfangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi
dewasaini

Selanjutnya, darl sisl faktor positil aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik
dan dapat mencetak kinerja yang balk. Kecukupan permodalan masih memadal, dapat mengkover potensi
keruglan dan dikelola dengan balk sesual dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan darl sisi
aspek negatif aspex Hasll Tata Kelola yailu selama tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh
regulator.
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PT BPR BKK PURBALINGGA
JI Jenderal Sudirman No 109 Purbalingga -Jawa Tengah
Telepon: 0281-893338
Website: bprokkpurbalingga.com. Email: bprbkk_purbalingga@yahoo.co.id

Purbalingga, 30 Januari 2023
PT BPR BKK PURBALINGGA

ktur Utama
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